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         
Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan
takwa”. (QS. Al-Maidah : 20)

            
Artinya: "Dan Barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka
seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya”. (QS. Al-
Maidah : 32)
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Anak temuan di dalam kitab fiqih dikenal dengan istilah al-laqīth,
didefinisikan sebagai seorang anak yang hidup, yang belum baligh, yang dibuang
orang tuanya karena mereka takut akan kemiskinan (tidak sanggup mendidiknya
dan menafkahinya), atau untuk menutupi suatu perbuatan zina. Anak adalah
seorang manusia yang wajib dijaga jiwanya, demi menjaga kelangsungan hidup,
maka bagi seseorang yang menemukan al-laqīth langkah mengambil al-laqīth
tersebut lebih utama atau wajib hukumnya untuk menyelamatkannya jika tidak
ada lagi orang selain dia, karena mengambil atau menghidupkan anak tersebut
berarti menggugurkan dosa seluruh manusia.
Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana jika anak temuan
tersebut seorang perempuan yang nantinya akan membutuhkan peran seorang
wali, maka siapakah yang akan menjadi walinya?
Penelitian ini fokus pada: 1) Bagaimana pandangan tokoh masyarakat
Desa Gumelar Kec. Balung Kab. Jember tentang wali nikah anak temuan? 2)
Bagaimana pemikiran tokoh masyarakat Desa Gumelar Kec. Balung Kab. Jember
tentang wali nikah anak temuan dalam perspektif hukum islam?
Sedangkan tujuan penelitian ini adalah 1) Mendiskripsikan pandangan
tokoh masyarakat Desa Gumelar Kec. Balung Kab. Jember tentang wali nikah
anak temuan. 2) Mendiskripsikan pendapat tokoh masyarakat Desa Gumelar Kec.
Balung Kab. Jember tentang wali nikah anak temuan dalam perspektif hukum
islam.
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan
kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan melalui
observasi, intrveiw, dan dokumentasi. Teknik analisa datanya analisis kualitatif
melalui reflektif tingking. Dalam menetapkan keabsahan data, menggunakan
teknik triangulasi sumber.
Hasil penelitian ini adalah: Pertama, menurut pandangan bapak Ghozali,
orang yang berhak menjadi wali nikah anak temuan adalah penguasa shulton
dengan dasar di dalam kitab I’annatud thalibin juz III halaman 314. Pandangan
yang kedua menurut Samsul Arifin ialah orang yang menemukan atau kafil yang
berhak menjadi walinya berdasarkan hadits nabi dalam kitab Madza Ibul Arba’
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Keluarga (Bahasa sang sekerta “Kulawarga, ras, dan warga yang
berarti anggota. Keluarga sebagai kelompok sosial tertdiri dari sejumlah
individu, memiliki hubungan antar individu terdapat ikatan, kewajiban,
tanggung jawab diantara individu tersebut dengan kata lain Keluarga adalah
unit terkecil dari masyarakat terdiri atas kepala keluarga dan beberapa oranga
yang terkum;pul dan tinggal di suatu tempat, di bawah satu atap dalam
keadaaan saling ketergantungan1.
Keluarga mempunyai peranan yang penting dalam kehidupan manusia
sebagai makhluk sosial dan merupakan kelompok masyarakat terkecil, yang
terdiri dari ayah, Ibu dan anak. Dalam kenyataan tidak selalu ketiga unsur itu
terpenuhi, sehingga terkadang terdapat suatu keluarga yang tidak mempunyai
anak. Dengan demikian dilihat dari eksistensi keluarga sebagai kelompok
kehidupan masyarakat, menyebabkan tidak kurangnya mereka yang
menginginkan anak, tetapi ada diantara sebagian orang tua yang justru
membuang anaknya, karena ia malu, akibat perbuatannya sendiri mengadakan
hubungan seks diluar nikah. Hal ini kemudian di dalam fikih Islam dikenal
dengan istilah al-laqit, yang didefinisikan sebagai ”anak kecil yang hilang
1 Id.wikipedia,org/wiki/keluarga
2atau yang dibuang orang tuanya untuk menghindar dari tanggung jawab atau
untuk menutupi suatu perbuatan zina, sehingga tidak diketahui orang tuanya2.
Anak merupakan amanah sekaligus karunia Allah SWT, bahkan anak
dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan harta
benda. Lainnya, Anak sebagai amanah Allah yang harus senantiasa dijaga dan
dilindungi karena dalam anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak manusia
yang harus dijunjung tinggi.3
Syariat Islam sendiri tidak melupakan persoalan anak-anak yang tidak
mempunyai hubungan keturunan dengan seorang ayah yang akan memelihara
dengan perasaan kasih sayang., syariat Islam menunutuk supaya masyarakat
supaya memelihara anak terlantar itu di atas landasan kenyataan dan demi
melaksanakan tugas kemanusiaan, persaudaraan seagama dan perlakuan
kepada bekas budak yang sudah dimerdekakan, seperti yang dikemukakan
oleh Allah dalam firmannya surat Al-Ahzab ayat 5.
                 
               
    
Artinya : “Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai)
nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi
Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka,
Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama
dan maula-maulamu. dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa
yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang
2 Zaeni Muderis, “Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum” , (Jakarta: Sinar Grafika,
2004),  8
3 Hadi Syamsu Alam, “Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam”, (Jakarta: Prenada Media
Group, 2008), 1
3disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi
Maha Penyayang”. (QS al-Ahzab: 5)
Pengertian sebagai ‘saudara-saudara kamu’ adalah suatu istilah yang
pada inti maknanya adalah mengayomi mereka dengan baik dan benar. Jadi
istilah ini bisa saja bergeser dalam proses sosiologi pada masyarakat adat,
asal saja inti maknanya menurut jiwa yang aslinya. Oleh karena itulah karena
pertimbangan faktor usia, misalnya dalam masyarakat adat kita bisa saja
istilah sebagai ‘anak-anak angkatmu’. Hanya saja karena dalam bahasa
Indonesia maka tekanan kata ‘angkat’ harus selalu dikemukakan dengan
tegas. Sehingga pengangertiannya tidak mengarah pada pengangkatan anak
secara mutlak yang memperlakukan sebagai anak nasabnya sendiri. Atas
landasan tersebutlah, maka kita akan ketemu dengan pendapat Zakaria
Ahmad Al Barry yang mengatakan, bahwa: “Masyarakat bertugas
memelihara mereka sebagai konsekuensi dari persaudaraan. Dari keluarga
muslim dapat mengambil dan memelihara siapa di antara anak terlantar itu,
terserah keluarga mana yang sanggup memelihara dan mendidiknya dan
menanggung nafkahnya, sehingga kelak anak itu dewasa dan tidak
memerlukan pemeliharaan itu lagi, tanpa diembel-embeli dengan hak-ahak
anak kepadanya yang menyebabkan ia muhrim dengan keluarga itu
umpamanya, dan berhak menerima warisan sebagai anak kandung dan
demikian dengan hukum-hukum yang lain4. Dan pemeliharaan yang
ditetapkan dalam Islam itu sudah cukup untuk menjamin kesejahteraan
mereka.
4 Muderis Zaini “Adopsi, Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum”, (Jakarta: Sinar Grafika,
2006), 71
4Selanjutnya Al Barry mengemukakan, bahwa:
Islam menetapkan wajib hukumnya mengambil dan memelihara
mereka. Menjadi tanggung jawab masyarakat atau dapat dilaksanakan oleh
beberapa orang dan membebaskan tugas dari anggot-anggota masyarakat
yang lain-lain, secara fardhu kifayah. Tetapi hukum ini dapat menjadi fardhu
ain, wajib dilaksanakan oleh seseorang yang menemukan anak itu
terbuang.ditempat yang mungkin dia akan binasa disana, kalau ditinggal
begitu saja. Karena sesungguhnya jiwa manusia berhak untuk dijaga dan
dipelihara, dan dia tidak bertanggung jawab terhadap dosa yang dikerjakan
orang lain, walaupun Ibu dan Bapaknya. Di samping itu Islam memuliakan
anak itu (anak angkat), yaitu dengan menetapkan status sebagai orang Islam
dengan semata-mata diketemukan diwilayah daerah Islam. Kecuali anak itu
ipungut oleh orang yang bukan Islam, maka anak itu ditetapkan statusnya
sebagai penganut dari bapak atau ibu yang memungutnya itu, kalau terus
langsung dipeliharanya. Anak itu tidak ditetapkannya sebagai anak Islam
dalam suasana demikian itu, karena pertimbangan-pertimbangan tadi dan
situasinya yang memberi dugaan bahwa ia dilahirkan oleh ibu yang tidak
Islam.”5
Pengertian mendapatkan atau menemukan anak tersebut tidak hanya
terbatas atas anak-anak yang terbuang dan orang tuanya tidak diketahui, tetapi
juga termasuk orang tua yang tidak mampu, misalnya karena faktor belas
kasian dan lain-lain motivasi seperti ada dalam masyarakat kita. Asal yang
5 Muderis Zaini “Adopsi, Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum”, (Jakarta: Sinar Grafika,
2006), 72
5terpenting dalam hal ini adalah kesepakatan dan kerelaan masing-masing
pihak, apakah orang tua keduanya (kalau ada), anak angkatnya sendiri atau
orang tua angkatnya.6 Secara historis, pengangkatan anak (adopsi) sudah
dikenal dan berkembang sebelum kerasulan Nabi Muhammad Saw. Mahmut
Syaltut menjelaskan bahwa tradisi pengangkatan anak sebenarnya
dipraktikkan oleh masyarakat dan bangsa-bangsa lain sebelum kedatangan
Islam, seperti yang dipraktikan oleh bangsa Yunani, India, dan beberapa
bangsa pada zaman kuno. Dikalangan bangsa Arab sebelum Islam (masa
jahiliyah) istilah pengangkatan anak dikenal dengan at-tabanni dan sudah
ditradisikan secara turun menurun.7
Dewasa ini marak diberitakan media-media surat kabar maupun
elektronik tentang anak-anak yang terlantar dijalanan yang sengaja
ditinggalkan oleh orang tuanya , berangkat dari itu peneliti ingin mengkajinya
terutama dalam hal perwalian anak tersebut.
B. Fokus Masalah
Perumusan masalah adalah merupakan hal yang sangat penting di
dalam suatu penelitian, karena masalah merupakan objek yang hendak diteliti
yang masih bersifat sementara dan akan dikembangkan setelah peneliti masuk
kelapangan atau situasi social tertentu.
Adapun masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut :
6 Muderis Zaini “Adopsi, Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum”, (Jakarta: Sinar Grafika,
2006), 73
7 Ahmad Kamil, dkk, “Hukum perlindungan anak dan pengangkatan anak di Indonesia ”,
(Jakarta: Rajawali Pers, 2008), 98
61. Bagaimana pandangan tokoh masyarakat Desa Gumelar Kec. Balung Kab.
Jember tentang wali nikah anak temuan?
2. Apakah dasar pandangan tokoh masyarakat Desa Gumelar Kec. Balung
Kab. Jember tentang wali nikah anak temuan menurut perspektif hukum
Islam?
C. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian harus mengacu pada masalah-masalah yang
dirumuskan8:
a. Untuk mengetahui pandangan tokoh masyarakat Desa Gumelar Kec.
Balung Kab. Jember tentang wali nikah anak temuan.
b. Untuk mengetahui dasar pandangan tokoh masyarakat Desa Gumelar Kec.
Balung Kab. Jember tentang wali nikah anak temuan menurut perspektif
hukum Islam.
D. Manfaat Penelitian
Setiap aktifitas yang dilakukan manusia tentunya memiliki tujuan,
yang tentunya tidak lepas dari manfaat dari apa yang telah dilakukannya.
Oleh karena itu, dari beberapa komponen yang ada di atas, perumusan
masalah dan tujuan penelitian yang telah diangkat akan memberi manfaat,
diantarnya sebagai berikut :
8 Tim Revisi Buku Pedoman Karya Ilmiah S-1 STAIN Jember, 42
71. Manfaat Teoritik
Penelitian ini diharapkan bisa memberikan hal yang positif terkait wali
nikah anak temuan, serta bisa memberikan kontribusi tambahan terhadap
pemahaman dan ketentuan hukum syarat dalam hal perwalian.
2. Manfat Praktis
a. Bagi peneliti
Sebagai tambahan ilmu pengetahuan yang dapat bermannfaat
dikemudian hari dan dapat digunakan oleh peneliti dalam
memberikan pengertian kepada masyarakat terhadap masalah wali
nikah, kususnya wali nikah anak temuan.
b. Bagi masyarakat
Diharapkan dapat memberikan sumbangan pikiran kepada
masyarakat dalam hal perwalian pernikahan khususnya Desa
Gumelar Kecamatan Balung Kabupaten Jember.
c. Bagi institusi (dalam jurusan syari’ah al ahwal al syahsiyah)
Dapat dijadikan disiplin ilmu dan sekaligus sebagai tambahan
literature terutama dalam hal wali nikah anak temuan.
E. Definisi Istilah
1. Pandangan tokoh agama
Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah hasil perbuatan
memandang (memperhatikan, melihat, dsb)9. Tokoh agama adalah orang-
9 Tim Redaksi Kamus Besar  Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, 821
8orang yang memimpin sekelompok ummat beragama (Islam) dalam
menjalankan kegiatan beribadah atau kegiatan keagamaan yang lain10.
2. Perspektif
Adalah cara pandang seseorang tentang sesuatu dalam penyelsaian suatu
masalah.
3. Hukum Islam adalah peraturan atau adat yang secara resmi mengikat,
yang dikukuhkan penguasa atau pemerintah. Sesuai yang diajarkan Nabi
Muhammad SAW, berpedoman pada kitab suci al-Quran dan hadis.11
4. Wali Nikah
Kata wali dalam kamus besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai
pengasuh, orang tua atau pembimbing terhadap orang atau barang dalam
melangsungkan pernikahan dari calaon pengantin perempuan12
5. Al-laqith adalah anak kecil yang belum blligh yang didapati dijalan atau
tersesat dijalan, atau yang tidak diketahui nasabnya.13
Menurut Amin perwalian dalam literatur fiqh Islam disebut dengan Al-
walayah atau Al-Wilayah seperti kata ad-dalalah yang juga disebut ad-
dilalah. Secara etimologis mengandung beberapa arti yaitu cinta (al-
mahabbah) dan pertolongan (an-nashrah) atau bisa juga berarti kekuasaan
atau otoritas. Seperti dalam ungkapan al-wali yakni orang yang mempunyai
kekuasaan untuk mengurus sesuatu.14
10 Id.m.wikipedia.org/wiki/pemimpin_agama diakses hari jumat 30 januari 2015
11 Tim Redaksi Kamus Besar  Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, 444
12 Porwadarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1995),92
13www.alislamu.com./2012/muamalah/11-jual-beli/286-bab-laqith-bayianak-kecil-yang-
ditemukan.html
14 Amin Suma, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam (Jakarta: Raja Grafindo 2004), 134
9Menurut Syarifuddin yang dimaksud dengan wali dalam perkawinan
adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu
akad nikah.15 Wali yaitu pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah
yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki.16
F. Sistematika Pembahasan
Agar penyusunan penelitian ini terarah, sistematis dan saling
berhubungan satu bab dengan bab yang lain serta agar dapat di telusuri oleh
pembaca dengan mudah, maka peneliti secara umum dapat menggambarkan
susunannya sebagai berikut:
Bab Satu Merupakan kerangka dasar penulisan skripsi yang terlebih
dahulu di awali dengan sebuah pendahuluan. Adapun sistematika
pembahasannya berisi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan
penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika
pembahasan. Penulisan bab satu ini penting untuk di dahulukan, karena
sebagai guide (petunjuk) pada bab-bab berikutnya. Sehingga tulisan ini
terangkai dan sistematis.
Bab Dua adalah membahas penelitian terdahulu yang berkaitan
dengan wali nikah anak temuam . hal ini bertujuan sebagai pengantar untuk
mengetahui obyek yang dieliti. Kemudian dilanjutkan dengan kajian teori.
Bab tiga menjelaskan jenis yang diplih dalam penelitian ini adalah
penelitian kualitatif. Dan jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan
kasus (case approach) yang mana pilihan lokasinya adalah di Desa Gumelar.
15 Amir Syarifuddin, Garis-garis Besar Fiqih (Jakarta: Kencana, 2003), 90.
16 Abdur Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat (Jakarta: Kencana, 2003), 165
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Sedangkan untuk teknik pengumpulan data yakni wawancara semitruktur
(semistructure interview) dan dokumentasi, analisis data: kulitatif deskriptif.
Bab empat tentang pemaparan data dan analisis data yang di peroleh
dari lapangan penelitian. Dalam bab ini ini ditulis sebagai jawaban atas
pertanyaan yang ada pada rumusan masalah,dengan didasarkan atas hal-hal
yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya. Sehingga memberikan
kejelasan tentang persoalan wali nikah anak temuam.
Bab lima Sebagai penutup, skripsi ini ditutup dengan kesimpulan dan
saran. Kesimpulan sebagai konklusi penelitian,hal ini penting sebagai
penegasan kembali hasil penelitian yang ada pada bab empat.Sehingga
pembaca dapat memahaminya secara konkrit dan utuh. Pada kesimpulan ini
dapat diketahui pemikiran tokoh masyarakat Desa Gumelar tentang wali
nikah anak temuan. Sedangkan saran merupakan harapan -harapan dan
anjuran-anjuran penulis pada pihak-pihak yang berkompeten dalam masalah
ini agar penelitian ini sebagai legitimasi pengembangan hukum dalam hal





1. Penelitian yang dilakukan oleh Inayatus Sholikhah, Fakultas Syari’ah,
Jurusan Ahwal Al Syahsiyah, IAIN Walisongo 2011, dengan judul
skripsi, Analisis Terhadap Pendapat Ibnu Qudamah Tentang Wali Nikah
Anak Temuan. Dengan kesimpulan memperbolehkan orang yang
menemukan anak temuan menjadi wali nikahnya. Alasan beliau adalah
orang muslim adalah adil sebagian mereka atas sebagian yang lain.
Dikatakan dia (multaqith) adil karena secara dhohir dia telah mempunyai
tujuan untuk menutupi atau menghindarkan kebinasaan si anak dan siap
menjaganya, yang otomatis dia juga mampu (siap) menjadi wali nikah
bagi anak temuan tersebut.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Uzlah Wahidah Maulidah dengan judul
skripsi Mekanisme pengangkatan anak menurut fiqh Islam di Pengadilan
Agama Jember, STAIN Jember 2012, dalam skripsinya ditarik
kesimpulan bahwasannya mekanisme pengangkatan anak yang dilakukan
oleh pengadilan Agama jember sudah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan serta tidak bertolak belakang atau
bertentangan dengan fiqih Islam.
Dari penelitian terdahulu terdapat kesamaan, yaitu sama-sama
membahas tentang anak temuan dan perwalian.
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Dan terdapat perbedaan dengan penelitian yang penulis teliti yang
mana penulis kali ini lebih mengkerucut pada pandangan tokoh masyarakat




Wali secara umum adalah seseorang yang karena kedudukannya
berwenang untuk bertindak terhadap dan atas orang lain. Dapatnya dia
bertindak terhadap dan atas nama orang lain itu adalah karena orang lain
itu memiliki suatu kekurangan pada dirinya yang tidak memungkinkan dia
bertindak sendiri secara hukum, baik dalan urusan bertindak atas harta atau
atas dirinya.15 Secara etimologis wali mempunyai arti pelindung,
penolong, penguasa. Wali mempunyai banyak arti, diantaranya:
1. Orang yang menurut hukum (agama atau adat) diserhi kewajiban
mengurus anak yatim serta hartanya sebelum anak itu dewasa.
2. Pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah (yaitu yang
melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki).
3. Orang yang saleh (suci), penyebar agama.
4. Kepala pemerintah dan sebagainya.16
15 Amir Syarifuddin, “Hukum Perkawinan di Indonesia”. (Jakarta: Prenada Media Group, 2009),
69
16 Tihami, “Fikih Munakahat”. ()Jakarta: Rajawali Pers, 2010, 91
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Arti-arti wali tersebut tentu saja pemakaiannya dapat disesuaikan
dengan konteks kalimat. Adapun wali yang dimaksud dalam pembahasan ini
adalah wali dalam pernikahan yaitu poin yang kedua.
Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus
dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk
menikahkannya.17
Dalam mendudukkannya sebagai seorang yang bertindak atas nama
mempelai perempuan dalam melakukan akad terdapat beda pendapat
dalam kalangan Ulama’. Terhadap mempelai yang masih keci, baik laki-
laki atau perempua para ulama’ sepakat dalam mendudukkannya sebagai
rukun atau syarat dalam akad perkawinan. Alasannya ialah bahwa
mempelai yang masih kecil tidak dapat melakukan akad dengan sendirinya
dan oleh karenanya akad tersebut dilakukan oleh walinya. Namu terhadap
perempuan yang sudah dewasa baik ia sudah janda atau masih perawan,
ulama berbeda pendapat. Perbedaan ini disebabkan karena tidak adanya
dalil yang pasti yang dapat dijadikan rujukan.
Memang tidak ada satu ayat Al-Qur’an pun yang jelas secara
ibarat al-nash yang menghendaki keberadaan wali dalam akad perkawinan
namun dalam Al-Qur’an terdapat petunjuk nash yang ibarat-nya tidak
menunjuk paa keharusan adanya wali, tetapi dari ayat tersebut secara
isyarat nash dapat dipahami menghendaki adanya wali. Disampin itu,
17 Idris Ramulyo, “Hukum Perkawinan Islam”. (Jakarta: PT Bumi Aksara, 1999), 73
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terdapat pula ayat-ayat Al-Qur’an yang dipahami perempuan dapat
melaksanakan sendiri perkawinannya.
Di antara ayat Al-Qur’an yang mengisyaratkan adanya wali adalah
sebagai berikut:
                      
                   
         
Artinya: “Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya,
Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal
suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang
ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara
kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah
mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui”. (QS al-Baqarah:232)
                   
        
Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-
orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan
hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan
memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya)
lagi Maha mengetahui”. (QS an-Nur: 221)
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Di samping itu terdapat pula ayat Al-Qur’an yang memberikan
pengertian perempuan itu kawin sendiri tanpa meski memakai wali, di
antaranya adalah:
                  
              
  
Artinya: “Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua),
Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami
yang lain. kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada
dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika
keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah




Wali nasab artinya anggota keluarga laki-laki dari calin mempelai
perempuan yang mempunyai huubungan darah patrilinial dengan calon
mempelai perempuan: ayah, kakek, saudara laki-laki dan seterusnya.
Wali nasab terbagi menjadi dua yaitu:
18 Amir Syarifuddin, “Hukum Perkawinan di Indonesia”. (Jakarta: Prenada Media Group, 2009),
69-70.
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a. Wali nasab yang berhak memaksakan kehendaknya untuk
mengawinkan calon mempelai perempuan tanpa minta ijin dulu
dari yang bersangkutan, biasa disebut wali mujbir.
b. Wali nasab yang tidak mempunyai kekuasaan memaksa atau wali
nasab biasa.
2. Wali Hakim
Apabila wali dekat tidak ada (ghaib) dan tidak ada yang mewakilinya
maka yang menjadi wali ialah hakim, bukan wali yang jauh, karena
wali yang dekat dianggap masih ada dan berhak menikahkan wanita
yang ada di bawah perwaliannya selama ia masih hidup dan tidak gila.
3. Wali Muhakam
Apabila wali yang berhak tidak dapat menjalankan tugasnya
sebagai wali karena sesuatu sebab tertentu atau karena menolak
menjadi wali. Demikian juga wali hakim tidak dapat mengganti
kedudukan wali nasab karena berbagai sebab, maka calon
mempelai dapat menunjuk seseorang yang dianggap mempunyai
pengetahuan keagamaan yang baik untuk menjadi wali. Wali yang
ditunjuk oleh perempuan tadi yang tidak ada hubungan saudara dan
juga bukan penguasa disebut wali muhakam.19
19 Ny. Soemiyati, , Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-undang
No. 1 Thn 1974, Tentang Perkawinan), (Yogyakarta: CV. Bina Usaha, 1982), 46-49
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4. Wali Fasik
Mengikut pendapat Mazhab Syafi’e dan Hambali, wali fasik
tidak boleh atau tidak sah menjadi wali nikah. Ini berdasarkan sebuah
hadish dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW bersabda:
(ﺪﻤﺣا هاور) ِّﻲِﻟَِﻮﺑ ﱠﻻِإ َحﺎَِﻜﻧَﻻ
“Tidak sah nikah melainkan wali”. (RiwayatAhmad)
Yang dimaksudkan dengan adil ialah seseorang itu berpegang
kuat (istiqamah) kepada ajaran Islam, menunaikan kewajiban agama,
mencegah dirinya melakukan dosa-dosa besar seperti berzina, minum
arak, mendurhaka kepada kedua-dua ibu bapak dan sebagainya serta
berusaha tidak melakukan dosa-dosa kecil. Wali bersifat adil disyaratkan
karena ia dianggap bertanggungjawab dari segi kehendak agama ketika
membuat penilaian bakal suami bagi kepentingan dan maslahat
perempuan yang hendak berkahwin itu. Manakala wali fasik pula, ia
sendiri sudah tidak bertanggungjawab ke atas dirinya apatah lagi hendak
bertanggung jawab kepada orang lain.
Untuk menentukan seseorang wali itu bersifat adil atau fasik
adalah memadai dilihat dari segi zahir atau luaran sahaja ataupun
memadai wali itu mastur iaitu kefasikannya tidak diketahui karena untuk
menilai kefasikan secara batin adalah susah. Walau bagaimanapun
jikalau Sultan atau Raja itu fasik yang menjadi wali bagi perempuan yang
tidak mempunyai wali maka kewalian itu tetap sah karena kesahihannya
diambilkira dari segi keperluan terhadap wali Raja.
18
Sebenarnya sebagian besar ulama-ulama Mutaakhirin dalam
Mazhab Syafi’e seperti Imam Al-Ghazali, pendapat pilihan Imam
Nawawi dan sebagainya, telah mengeluarkan fatwa bahwa sah wali fasik
menjadi wali, selepas beristighfar.
Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya’ Ulumuddin telah
mengingatkan bahwa seseorang wali harus memerhatikan dan meneliti
kelakuan gerak laku calon suami, jangan sampai mengawini saudara
perempuan dengan seorang lelaki yang buruk budi pekertinya atau lemah
agamanya ataupun yang tidak sekufu dengan kedudukannya. Sekiranya ia
mengawinkan puterinya dengan seorang lelaki yang zalim atau fasik atau
yang lemah agamanya atau peminum arak, maka ia telah melanggar
perintah agamanya dan ketika itu ia akan terdedah kepada kemurkaan
Allah swt, karena ia telah mencuaikan persoalan silaturrahim
(perhubungan tali kerabat) dan telah memilih jalan yang salah.
Selanjutnya Al-Ghazali menceritakan seorang ayah telah datang
meminta nasihat kepada Al-Hasan, Katanya: “Telah banyak orang yang
datang meminang puteriku, tetapi aku tidak tahu dengan siapa yang
harusku kawinkan dia”. Berkata Al-Hasan: “Kawinkan puterimu itu
dengan orang yang banyak taqwanya kepada Allah. Andai kata suaminya
mencintainya kelak pasti ia akan dimuliakan. Tetapi jika suaminya
membencinya maka tiada dianiayainya”.20
20 Mahmud Yunus Hukum Perkawinan Dalam Islam (Jakarta: Hidakarya Agung, 1989), 25-30.
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Kata wali dalam kamus besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai
pengasuh, orang tua atau pembimbing terhadap orang atau barang.21
Dalam membicarakan masalah perwalian, ada dua pengertian yang perlu
dikemukakan, yaitu secara bahasa (etimologi) dan perwalian secara
istilah (terminologi)
a. Secara Etimologi
Perwalian dalam literatur fiqih Islam disebut al-walayah ( al
wilayah ) seperti kata ad-dilalah.22 Secara etimologis dia memiliki
beberapa arti, diantaranya adalah cinta ( al-mahabbah ), pertolongan
( an-nashrah ), dan berarti juga kekuasaan/ otoritas (as-sulthah wal
qudrah) seperti dalam ungkapan al wali ( ً◌ ﻦﯨﻧا ) yakni orang yang
mempunyai kekuasaan. Hakikat dari al-walayah (al-wilayah) adalah
”tawalliy al-amr”( mengurus/menguasai sesuatu).
b. Secara Terminologi
Adapun pengertian perwalian istilah (terminologi) para
pakar fuqaha (pakar hukum Islam) seperti diformulasikan Wahbah
Al Zuhaily ialah kekuasaan/ otoritas (yang dimiliki) seseorang untuk
secara langsung melakukan suatu tindakan sendiri tanpa harus
bergantung (terikat) atas seizin orang lain. Orang yang mengurusi/
menguasai sesuatu (akad/transaksi). Kata al-waliyy muannatsnya al-
waliyyah ( ﻦﯨﻧا  ٍة ) dan jamaknya al-awliya ( نوﻻا ٍءا ), berasal dari kata
21 Porwadarminta, Kamus Besar Bahsa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), 92.
22 Muhammad Amin Suma, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, (Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada, 2005), 134.
20
wala-yali-walyan-wa-walayatan (- ﻰﻧو ﻰٌھ-نو  ٍا-ﻻوو  ٌة ), secara harfiah
berarti yang mencintai, teman dekat, sahabat, yang menolong,
sekutu, pengikut, pengasuh dan orang yang mengurus perkara (
urusan) seseorang.
2. Dasar Hukum Perwalian
Allah SWT telah mensyari‟atkan wali nikah sebagai seorang yang
berhak mengakadkan.
1) Al-Qur’an
     
Artinya: ”......Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi




 ﺎَﻤﱡَﯾأ ٌﻞِطَﺎﺑ ﺎَﮭُﺣﺎَﻜَِﻨﻓ ﺎَﮭِّﯿِﻟَو ِنِْذإ ِﺮَْﯿِﻐﺑ ْﺖَﺤََﻜﻧ ٍَةأَﺮْﻣا ﺎَﻤِﺑ ُﺮْﮭَﻤْﻟا ﺎَﮭََﻠﻓ ﺎَﮭِﺑ َﻞََﺧد ِْنﺈَﻓ
ﺎَﮭَﻟ ﱠﻲِﻟَو َﻻ ْﻦَﻣ ﱡﻲِﻟَو ُنﺎَﻄْﻠﱡﺴﻟﺎَﻓ اْوُﺮََﺠﺘْﺷا ِِنإَو ،ﺎَﮭِﺟَْﺮﻓ ْﻦِﻣ ﱠﻞََﺤﺘْﺳا
Artinya: Dari Ibnu Umar, Sufyan bin Uyainah, dari Ibnu Jarih,dari
Sulaiman bin Musa, dari Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah:
sesungguhnya Saw telah bersabda: “perempuan mana saja jika
menikah dengan tidak seizin walinya, maka nikahnya batal. Dan jika
(laki-laki yang menikahinya) mencampurinya, maka wajib baginya
23 Yayasan Penyelenggara Penterjemah /pentafsir Al-Qur‟an , Op. Cit, .35.
....................
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membayar mahar untuk kehormatan yang telah ia peroleh dari
kemaluannya. Jika mereka (para wali) bertengkar, maka hakim itu
adalah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali.”( HR At
Turmudzi)24
Perwalian dalam istilah Fiqh disebut wilayah yang berarti
penguasaan dan perlindungan. Yang dimaksud perwalian adalah
penguasaan penuh yang diberikan oleh agama kepada seseorang untuk
menguasai dan melindungi orang atau barang.25 Dalam Fiqh Sunnah di
jelaskan bahwa wali adalah suatu ketentuan hukum yang dapat di
paksakan kepada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya, wali ada
yang khusus dan ada yang umum. Wali khusus adalah yang berkaitan
dengan manusia dan harta bendanya.26
Menurut Syarifuddin yang dimaksud dengan wali dalam
perkawinan adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai
perempuan dalam suatu akad nikah27. Wali yaitu pengasuh pengantin
perempuan pada waktu menikah yaitu yang melakukan janji nikah
dengan pengantin laki-laki. Perwalian dalam perkawinan adalah suatu
kekuasaan atau wewenang Syar’i atas segolongan manusia yang
dilimpahkan kepada orang yang sempurna, karena kekurangan tertentu
pada orang yang dikuasai itu demi kemaslahatannya sendiri28.
24 Muhammad bin Isa bin Suroh, Sunan at Thurmudzi, Jilid III,( Beirut: Dar al Fikr), 408.
25 Kamal Muchtar, Asas-asas Hukum Tentang Perkawinan (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 89.
26 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah 7 (Bandung: Al-ma’arif, 1997), 11.
27 Amir Syarifuddin, Garis-garis Besar Fiqih (Jakarta: Kencana, 2003), 90.
28 Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqh Lima Mazhab (Jakarta: lentera, 2001), 345.
22
Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa yang dimaksud wali
nikah adalah orang yang mewakili perempuan dalam hal melakukan akad
pernikahan, karena ada anggapan bahwa perempuan tersebut tidak
mampu melaksanakan akadnya sendiri karena dipandang kurang cakap
dalam mengungkapkan keinginannya sehingga dibutuhkan seorang wali
untuk melakukan akad nikah dalam pernikahan.
Pada dasarnya pernikahan itu mengandung maksud-maksud mulia
yang mungkin tidak tercapai pada setiap pria dan memerlukan
pengalaman tentang sikap kaum lelaki, siapa di antara mereka yang
pantas mengarungi hidup berumah tangga dan siapa yang tidak.
Perempuan tidak mudah mengenal sikap kaum lelaki karena kurangnya
pengalaman, cepat setuju menikah dengan lelaki yang sebenarnya tidak
pantas untuk menikahinya. Demi kemaslahatan, urusan pernikahan itu
ditangani oleh kaum pria, karena merekalah yang lebih berpengalaman
daripada kaum perempuan, sebab mereka banyak mengarungi urusan
kehidupan dunia.
3. Syarat-syarat Wali
Wali bertanggung jawab atas sahnya suatu akad pernikahan, karena
perwalian itu ditetapkan untuk membantu ketidakmampuan orang yang
menjadi objek perwalian dalam mengekspresikan dirinya. Oleh karena
itu, tidak semua orang dapat diterima menjadi wali atau saksi, tetapi
hendaklah orang-orang yang memenuhi persyaratan. Adapun syaratsyarat
menjadi wali sebagai berikut:
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a. Islam, orang yang tidak beragama islam tidak sah menjadi wali atau
saksi berdasarkan firman Allah SWT.
b. Baligh, Orang tersebut sudah pernah bermimpi junub/ihtilam (keluar
air mani), atau ia sudah berumur sekurang-kurangnya 15 tahun. 219
(KHI).
c. Berakal, Orang gila dan anak-anak tidak sah menjadi wali, karena
orang yang tidak berakal pasti tidak akan mampu melakukannya dan
tidak dapat mewakili orang lain, sehingga orang lain lebih berhak
menerima perwalian tersebut. Baik orang yang tidak berakal itu
karena keberadaannya yang masih kanak-kanak atau karena hilang
ingatan atau karena faktor lanjut usia.
d. Merdeka, Ulama berbeda pendapat dalam menetapkan perwalian
budak. Sebagian ulama mengatakan bahwa seorang budak tidak
mempunyai hak perwalian, baik atas dirinya sendiri atau orang lain.
Sedangkan ulama Hanafiah mengemukakan bahwa seorang wanita
boleh dinikahkan oleh seorang budak atas izinnya, dengan alasan
bahwa wanita itu dapat menikahkan dirinya sendiri.
e. Laki-laki, Seorang perempuan tidak boleh menjadi wali dalam
pernikahan, berdasarkan hadits Nabi yang berbunyi:
 َﻲِﻫ ﺎَﻬَﺴْﻔَـﻧ ُﺢِﻜْﻨُـﺗ ِﱵﱠﻟا ﱠنِإ ،ﺎَﻬَﺴْﻔَـﻧ َُةأْﺮَﻤْﻟا ُﺢِﻜْﻨُـﺗ ﻻَو ،ََةأْﺮَﻤْﻟا َُةأْﺮَﻤْﻟا ُﺢِﻜْﻨُـﺗ ﻻ "
،" ﱡﻲِﻐَﺒْﻟا)(ﻪﳎ ﻦﺑا ﻩوار
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Artinya: Janganlah perempuan menikahkan perempuan yang lain
dan jangan pula seorang perempuan menikahkan dirinya
sendiri (H.R.Ibnu Majah).29
Dalam hadits tersebut terkandung dalil bahwa wanita tidak
mempunyai kekuasaan untuk menikahkan dirinya dan menikahkan orang
lain. Namun menurut Imam Abu Hanifah, ia berpendapat bahwa wanita
yang berakal dan baligh boleh mengawinkan dirinya sendiri dan
mengawinkan anak perempuannya yang di bawah umur serta mewakili
orang lain. Namun demikian, jika dia menyerahkan dirinya kepada laki-
laki yang tidak sekufu dengannya, maka para wali berhak menentangnya.
Berbeda halnya dengan pendapat Imam Malik yang tidak mengeneralkan
semua perempuan, akan tetapi hanya terbatas pada golongan rendah saja
(bukan bangsawan) karena menurutnya perempuan bangsawan tidak
diperbolehkan.
Adil, Ulama berbeda pendapat tentang kedudukan adil sebagai
persyaratan bagi wali antara lain:
a. Bagi ulama yang mensyaratkan wali harus adil, maka berdasarkan
pada Hadits Nabi :
 َﻋ ْﻦ َﻋ ِﺋﺎ َﺸَ ﺔ َأ ﱠن َر ُﺳ ْﻮ ُل ِﷲ َﺻ ﱠﻠ ُﷲ ﻰ َﻋ َﻠ ْﯿ ِﮫ َو َﺳ ﱠﻠ َﻢ َﻗ َلﺎ“ : َﻻ ِﻧ َ ﺎﻜ َح ِإ ﱠﻻ ِﺑ َﻮ ِﻟ ِ ّﻲ َو َﺷ ِھﺎ ِﺪ ْي َﻋ ْﺪ ٍل
artinya ”tidak ada pernikahan kecuali dengan wali yang
memberikan bimbingan dan dua orang saksi yang adil”.
Pendapat yang pertama ini disepakati oleh beberapa ulama fiqh
terkemuka seperti Imam Ahmad, Imam Syafi’i, Imam Malik dan
orang-orang yang sependapat dengannya.
29 Syaikh Hasan Ayyub,” Fiqh al-Usrah al-Muslimah”, Terjemahan M. Abdul Ghofur, Fiqh
Keluarga, Cet:3. (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003) , 59.
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b. Bagi ulama yang tidak mensyaratkan wali harus adil, mereka
berdasarkan pada suatu riwayat Mutsanna bin Jami’, dia menukil
bahwa dia pernah bertanya pada Ahmad, jika orang menikah dengan
wali yang fasik dan beberapa saksi yang adil, maka Ahmad
berpendapat bahwa hal tersebut tidak membatalkan pernikahan, itu
pula yang menjadi pendapat Imam Malik dan Abu Hanifah serta
salah satu pendapat Syafi’i.30
4. Klasifikasi Wali
Dalam beberapa refrensi hukum Islam, baik yang berbahasa arab
atau berbahasa Indonesia, ulama berbeda-beda dalam menyebutkan
macam-macam wali dalam pernikahan, semisal Imam Taqiyuddin Abi
Bakrin in Muhammad Al-Husainy Al-Hishny al-Damasyqy as-Syafi’i,
menyebutkan empat wali yang dapat menikahkan mempelai perempuan,
yaitu wali nasab, wali maula, wali tahkim dan wali hakim. Adapun
rinciannya sebagai berikut:
a. Wali Nasab, wali nasab adalah wali nikah karena ada hubungan
darah nasab dengan wanita yang akan melangsungkan
pernikahan.31 Adapun urutan wali menurut pendapat tokoh akan
dijelaskan selanjutnya.
b. Wali maula, Sedangkan yang dimaksud dengan wali Maula adalah
pewalian yang digunakan dalam menikahkan budak yang telah
dimerdekakan, dengan kata lain wali yang menikahkan budaknya,
30 Syaikh Hasan Ayyub,” Fiqh al-Usrah al-Muslimah”, Terjemahan M. Abdul Ghofur, Fiqh
Keluarga, Cet:3. (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003), 59-69.
31 Slamet Abidin Dan Aminuddin, Fiqh Munakahat, Juz 1( Bandung: Pustaka Setia.1999),89.
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artinya majikannya sendiri. Laki-laki boleh menikahkan perempuan
yang berada dalam perwalian, bilamana perempuan yang berada
dalam pewaliannya rela menerimanya. Perempuan yang
dimaksudkan disini adalah hamba sahaya yang berada dibawah
kekuasaannya. Sedangkan wanita yang wali nasabnya tidak
diketahui siapa dan dimana hamba sahaya yang telah
dimerdekakan), maka walinya adalah orang yang memerdekakan,
selanjutnya adalah famili-famili atau ashabah dari orang yang telah
memerdekakannya.
c. Wali tahkim, yaitu wali yang diangkat oleh calon mempelai suami
dan atau calon istri. Hal itu diperbolehkan, karena akte tersebut
dianggap tahkim. Sedang muhakkamnya bertindak sebagaimana
layaknya hakim. Seperti yang telah diriwayatkan olehYunus bin
Abdil A’la, bahwa Syafi’i pernah berkata “seandainya ada seorang
perempuan dalam suatu perkumpulan, ia memasrahkan wali kepada
seorang laki-laki, sedang perempuan tersebut tidak mempunyai
wali, maka hal tersebut dianggap boleh dilakukan, ada pula yang
mengemukakan, bahwa wali nikah dapat diangkat dari orang yang
terpandang, disegani, luas ilmu fiqhnya terutama tentang
munakahat, berpandangan luas, adil, islam dan laki-laki; demikian
pendapat Hanafi, yang dikutip oleh Moh. Idris Ramulyo.32 Sejalan
dengan pendapat-pendapat tersebut di atas, apa yang dikemukakan
32 Moh. Idrris Ramulyo, Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang No 1 Tahun 1974, Dari Segi
Hukum Perkawinan Islam ( JakartaInd-Hillco,1985),177.
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oleh al- Bikri, pengarrang kitab I’anatuh at-Thalibin “seorang
perempuan yang tidak ada walinya, baik wali nasab, wali hakim
atau Qhadi, maka perempuan tesebut diperbolehkan mengangkat
seorang laki-laki untuk menikahkan dirinya dengan laki-laki yang
dicintainya dan sekufu. Bahkan, sekalipun ada wali hakim atau
Qhadi yang diangkat oleh penguasa, ketika mereka berbelit-belit
dan memungut uang untuk menikahkannya Bahkan ada pendapat
yang mengatakan jika tidak ada orang yang siap menjadi
muhakkam, sedang dirinya dikhawatirkan akan berbuat zina, maka
perempuan tersebut diperbolehkan menikahkan dirinya sendiri.
Sebagaimana juga dikemukakan oleh syaikh Muhammad
bin Abdurrahman ad- Damasyqi, bahwa perempuan yang ada
disuatu tempat yang tidak ada hakim dan wali, maka ada dua
macam hukumnya. Pertama, dia boleh menikahkan dirinya. Kedua,
perempuan tersebut menyerahkan pernikahan kepada orang lain
yang beragama islam. Bahkan, beliau mengutip sebuah pendapat
Abu Ishak Asy-Syirazi yang mengemukakan bahwa masalah yang
seperti di atas boleh memilih hukum yang telah ditetapkan oleh
seorang faqih diantara ahli ijtihad, berdasarkan suatu prinsip bahwa
diperbolehkan mentahkim dalam nikah.
Adapun cara pengangkatannya (cara melakukan tahkim)
adalah calon suami mengucapkan tahkim, kepada calon istri dengan
kalimat “saya angkat saudara untuk menikahkan saya dengan si A
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(calon istri) dengan mahar putusan bapak/saudara, saya terima
dengan senang” setelah itu, calon istri juga mengucapkan hal sama.
Kemudian calon hakim menjawab “saya terima tahkim ini”.33
d. Wali Hakim, adapun yang dimaksud dengan wali hakim adalah
penguasa atau orang yang ditunjuk oleh penguasa (pemerintah)
untuk menangani hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan, baik
dia itu orang yang curang atau yang adil. Ada juga yang
berpendapat bahwa dia termasuk penguasa yang adil, bertanggung
jawab mengurusi kemaslahatan umat Allah, bukan para sultan atau
penguasa yang curang, karena mereka tidak termasuk orang yang
berhak mengurusi hal itu.
Adapun susunan urutan wali sebagai berikut:
1) Bapaknya.
2) Kakeknya (Bapak dari bapak mempelai perempuan).
3) Saudara laki-laki yang seibu sebapak dengannya.
4) Saudara laki-laki yang sebapak saja dengannya.
5) Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seibu sebapak
dengannya.
6) Saudara bapak yang laki-laki (paman dari pihak bapak).
7) Anak laki-laki pamannya dari pihak bapaknya.
8) Hakim.
33 Slamet Abidin Dan Aminuddin, Fiqh Munakahat, Juz 1( Bandung: Pustaka Setia.1999), 93.
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Sekiranya wali pertama tidak ada hendaknya diambil wali yang
kedua, dan jika wali kedua tidak ada hendaklah diambil wali ketiga
dan begitulah seterusnya. Mengikut tertib wali, bapak hendaklah
menjadi wali bagi semua pekawinan anaknya. Dan jika bapak tidak
ada karena meninggal dunia maka hak wali berpindah kepada
kakek pengantin perempuan itu; dan jika kakek juga meninggal
dunia maka hak wali itu berpindah kepada saudara lelaki seibu
sebapak kepada pengantin perempuan dan begitulah bidang kuasa
wali mengikuti tertib susunannya. 34
5. Fungsi Wali Dalam Pernikahan
Dari beberapa rukun dalam perkawinan menurut Hukum Islam,
wali nikah adalah hal yang sangat penting dan menentukan, bahkan
menurut Syafi`i tidak sah nikah tanpa adanya wali bagi pihak perempuan
sedangkan untuk pihak laki-laki tidak diperlukan adanya wali nikah.
Pendapat lain mengatakan bahwa fungsi wali nikah sebenarnya adalah
sebagai wakil dari perempuan, sebenarnya wali tersebut tidak diperlukan
apabila yang mengucapkan ikrar ijab adalah laki-laki. Namun dalam
praktek selalu pihak perempuan yang mengucapkan ijab (penawaran)
sedangkan pengantin laki-laki mengucapkan ikrar qabul (penerimaan),
karena pada dasarnya wanita itu pemalu maka pengucapan ijab tersebut
34 Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam( Bandung: Sinar Baru Algesindo.2001) 383.
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diwakilkan pada walinya, jadi wali di sini hanya sekedar sebagai wakil
karena yang paling berhak adalah perempuan tersebut.35
Dari pendapat di atas menjelaskan bahwa fungsi wali adalah
sebagai pengganti dari perempuan yang akan melangsungkan akad nikah,
akan tetapi yang berlaku pada masyarakat di jazirah Arab pada waktu
awal Islam, wali dapat menikahkan anak perempuanya tanpa melalui izin
anak perempuan yang akan dinikahkan, ketika Islam datang praktek
menikahkan tanpa persetujuan dari anak perempuan kemudian
dilarangoleh Nabi Muhammad.
6. Hikmah Wali Dalam Pernikahan
Hikmah disyari`atkanya wali dalam pernikahan disebabkan
dalam Islam hubungan anak dengan orang tua harus tetap terjaga jangan
sampai terjadi perpecahan sampai anak tersebut memiliki rumah tangga
sendiri, penyebab perpecahan tersebut sering terjadi karena calon suami
dari anak perempuan tersebut tidak direstui oleh orang tua, oleh sebab itu
ketika seorang perempuan mencari calon suami perlu adanya perantara
dari wali supaya dikemudian hari tidak terjadi permasalahan dengan
walinya.
Hikmah wali dalam pernikahan juga disebabkan karena
perempuan jarang berteman dengan laki-laki, jadi wajar kalau perempuan
tersebut tidak begitu paham tentang tabiat seorang laki-laki maka agar
35 Moh. Idrris Ramulyo, Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang No 1 Tahun 1974, Dari Segi
Hukum Perkawinan Islam ( JakartaInd-Hillco,1985), 214.
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perempuan tersebut tidak tertipu oleh seorang laki-laki dibutuhkanlah
seorang wali, karena wali lebih tahu tentang tabiat seorang laki-laki
sebab sering bergaul dengan mereka atau karena sesama lelakinya jadi
lebih paham mana laki-laki yang baik dan tidak baik.36
Hikmah yang terkandung dibalik keharusan adanya wali dalam
pernikahan sebenarnya lebih ditekankan pada permasalahan kecocokan
antara calon suami dengan keluarga perempuan, maksudnya adalah jika
hubungan antara calon suami mulai awal tidak disetujui oleh wali maka
selanjutnya bagi keluarga anak perempuan dengan keluarga orang tua
akan mengalami permasalahan, padahal dalam Islam sangat ditekanan
masalah silaturrahmi, permasalahan di atas bisa dicegah manakala dalam
proses perkawinan wali ikut di dalamnya, apabila dikemudian hari ada
permasalahan, wali juga akan membantu menyelesaikan perkara tersebut
karena sejak awal wali dilibatkan dalam perkawinannya.
7. Konsep Wali Nikah Dalam Perspektif KHI
Dalam KHI pasal 20 dan pasal 21 dijelaskan:
Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus
dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk
menikahkannya:
a. Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang
memenuhi syarat Hukum Islam yakni muslim dan akil baligh.
36 Mahmud Yunus Hukum Perkawinan Dalam Islam (Jakarta: Hidakarya Agung, 1989), 24.
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b. Wali nikah terdiri dari:
1) Wali nasab.
2) Wali hakim.
c. Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan,
kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai
erat-tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita:
Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni
ayah, kakek dari pihak ayah, dan seterusnya.
Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau
saudara laki-laki seayah atau keturunan laki-laki mereka.
Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki
kandung ayah, saudara seayah, dan keturunan laki-laki mereka.
Keempat, kelompok saudara kandung kakek, saudara laki-
laki seayah kakek, dan keturunan laki-laki mereka.
d. Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang
yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak
menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan
calon mempelai wanita.
e. Apabila dalam suatu kelompok sama derajat kekerabatannya maka
yang paling berhak menjadi wali nikah kerabat kandung dari kerabat
yang hanya seayah.
f. Apabila dalam satu kelompok derajat kekerabatannya sama, yakni
sama-sama derajat kandung atau sama-sama derajat kerabat seayah,
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mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan
mengutamakan yang lebih tuadan memenuhi syarat-syarat wali.
Apabila wali nikah yang paling berhak urutannya tidak
memenuhi syarat sebagai wali atau oleh karena wali nikah itu
menderita tunawicara, tunarungu, atau sudah udzur, maka hak
menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat
berikutnya.
1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali
nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak
diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau adhol atau enggan.
2) Dalam hal wali adhal atau enggan maka wali hakim dapat
bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan
Agama tentang wali tersebut.37
8. Pengertian Al-Laqith
Menurut bahasa, al-Laqith disebut juga al-Manbus, yaitu seorang
anak yang ditinggalkan orang tuanya dijalan. Sa’di Abu Jaib
menambahkan bahwa al-Laqith seorang anak yang ditemukan dijalan dan
tidak diketahui orang tuanya.
Menurut istilah ada beberapa definisi yang dikemukakan oleh
fukaha, yaitu:
Menurut ulama’ Mahzab Syafi’iyah, al-Laqith “ialah seorang
anak yang dalam keadaan hidup dibuang oleh keluarganya karena takut
kemiskinan atau menghindari tuduhan zina.”
37 Moh. Idrris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam (Jakarta: Bumi Aksara.2004) 74.
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Imam Nawawi dalam kitab Raudhatu ath-Thalibin
mendenifisikan anak temuan: “Anak-anak kecil (belum baligh, belum
berakal) yang disia-siakan oleh orang tuanya tanpa ada yang
mengasuhnya (bapak, ibu, kakek dan kerabat)”
Malikiyah medefinisikan: “seorang anak kecil yang tidak
diketahui orang tuanya dan kerabatnya.”38
Secara sederhana dapat dipahami bahwa al-laqith adalah seorang
anak yang hidup, yang dibuang keluarganya karena mereka takut akan
kemiskinan atau lari dari tuduhan.
Berdasarkan beberapa definisi di atas, tampaknya para fukaha
sepakat bahwa anak yang tidak diketahui keberadaan keluarganya adalah
termasuk dalam katagori al-Laqith, sedangkan al-Hanabilah dan al-
Syafi’iyah menambahkan batasan umur yaitu saat dari kelahirannya
sampai masa tamyiz.
Rukun al-Laqith ada tiga yaitu:
a. Mengambil anak yang dibuang
b. Anak yang dibuang
c. Orang yang menemukan dan mengambil anak tersebut
Imam Nawawi mengemukakan beberapa persaratan yang harus
dipenuhi oleh orang yang menemukan anak tersebut agar dia bisa
mengasuhnya, yaitu:
a. Orang tersebut harus sudah cakap hukum (taklif)
38 Drs. H. Andi Syamsu Alam, SH., MM., MH. Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam.
(Jakarta: Prenada Media Group, 2008), 190
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b. Merdeka, maka budak tidak diperbolehkan kecuali dapat izin dari
tuannya
c. Islam (seagama) antara anak tersebut dengan pengasuhnya
d. Adil
Memelihara kehidupannya berarti menghilangkan kesulitan semua
orang, sama saja member kesejahteraan kepada mereka.
Sebagaimana telah disebutkan dalam syarat-syarat perkawinan
ialah dengan adanya wali sebagaimana hadis Nabi riwayat Turmudzi dari
Aisyah r.a, yang mengatakan, “perempuan yang menikah tanpa izin
walinya, nikahnya batal (sampai tiga kali Nabi mengatakan “nikahnya
batal”)”
Hadis Nabi riwayat Baihaqi dari Imran dan Aisyah r.a.
mengatakan, “tidak sah nikah tanpa wali dan dua orang saksi laki-laki
yang adil.”
Allah swt telah mensyari‟atkan wali nikah sebagai seorang yang
berhak mengakadkan.
               
Artinya:”Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin
lagi dengan bakal suaminya.”(QS.Al-Baqarah: 232)
          
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Artinya:”Janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan
wanita-wanita mu‟min) sebelum mereka beriman.”(QS. Al-
Baqarah: 221)39
Menurut pendapat Abu Hanifah, wali yang harus ada dalam akad
nikah seperti yang disebutkan dalam hadis diatas hanyalah apabila
mempelai perempuan belum balig atau tidak sehat akal. Selanjutnya
menurut Abu Hanifah, perempuan yang telah balig  dan berakal sehat
dibolehkan mengawinkan diri sendiri dengan laki-laki yang disukai tanpa
wali, dengan syarat kufu. Jika laki-laki tidak kufu, wali berhak minta
kepada hakim untuk membatalkan perkawinan perempuan tersebut.
Alasan pendapat Abu Hanifah itu antara lain hadis Nabi riwayat
Muslim dari Ibnu Abbas yang mengajarkan,
 ﺎَُﮭﺗﻮُﻜُﺳ ﺎَُﮭﻧْذِإَو ،ُﺮَْﻣَﺄﺘُْﺴﺗ ُﺮِْﻜﺒْﻟاَو ،ﺎَّﮭِﯿِﻟَو ْﻦِﻣ ﺎَﮭِﺴْﻔَﻨِﺑ ﱡﻖََﺣأ ُّﺐِﯿﱠﺜﻟا
“perempuan janda lebih berhak atas dirinya sendiri daripada walinya;
perempuan perawan diminta pendapatnya, izinnya adalah ketika ia
diam.”40
Hadis ini menegaskan bahwa perempuan janda dapat bertindak
terhadap dirinya sendiri tanpa wali.
Imam Malik, menurut riwayat Asyab berpendapat bahwa nikah
tanpa wali sah dalam akad nikah tidak wajib, tetapi hanya sunnah,
menurutnya adanya wali merupakan syarat kesempurnaan nikah, bukan
syarat sahnya nikah.
39 Yayasan Penyelenggara Penterjemah /pentafsir Al-Qur‟an , Op. Cit, .37
40 Ibid, 37
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Imam Dawud berpendapat bahwa adanya wali menjadi syarat
sahnya nikah perempuan perawan, sedang untuk perempuan janda tidak
disyaratkan ada wali.41
Pendapat lain juga yang mengatakan bahwa fungsi wali nikah
sebenarnya adalah sebagai wakil dari perempuan, sebenarnya wali tersebut
tidak diperlukan apabila yang mengucapkan ikrar ijab adalah laki-laki.
Namun dalam praktek selalu pihak perempuan yang mengucapkan ijab
(penawaran) sedangkan pengantin laki-laki mengucapkan ikrar qabul
(penerimaan), karena pada dasarnya wanita itu pemalu maka pengucapan
ijab tersebut diwakilkan pada walinya, jadi wali di sini hanya sekedar
sebagai wakil karena yang paling berhak adalah perempuan tersebut.42
Jumhur ulama berpendapat bahwa hakim adalah orang yang berhak
menjadi wali bagi orang yang tidak mempunyai wali. Mereka berpegang
juga pada hadits nabi yang diriwayatkan Ibnu Abbas yang telah disepakati
keshahihannya, dan bunyi hadits tersebut adalah:
 َﻻ ِﻧ َﺎﻜ َح ِا ﱠﻻ ِﺑ َﻮﻟا ِّﲕ َو ﱡﺴﻟا ْﻠ َﻄ َو نﺎ ِﻟ ِّﲕ َﻣ ْﻦ َﻻ َوﻟ َ ِّﲕ َﻟ ُﻪ
Artinya: “Tidak dipandang sah nikah tanpa wali, dan penguasa adalah
wali bagi orang yang tidak memiliki  wali.43
Berdasarkan hadits di atas menurut mereka orang yang berhak
menjadi wali nikah bagi orang yang tidak memiliki wali (anak temuan)
41 KH Ahmad Azhar Basyir, MA, “Hukum Perkawinan Islam”, (Yogyakarta: UII Pres, 2000), 40-
41
42 Idris Ramulyao, “Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang No 1 Tahun 1974, Dari Segi
Hukum Perkawinan Islam”, (Jakarta: Ind-Hilco, 1985), 214
43 Wahbah Al-Zuhaili, Fiqh Islam wa Adilatuh, tt, juz. 6, Beirut, Lubnan: Dar al-Fikr. 4852
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adalah penguasa (hakim). Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa
hakim adalah urutan terakhir dari susunan wali44.




A. PENDEKATAN DAN JENIS PENELITIAN
Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini merupakan
penelitian kualitatif. Dalam hal ini peneliti ingin memahami pandangan tokoh
masyarakat Desa Gumelar Kecamatan Balung Kabupaten Jember tentang
Wali Nikah Anak Temuan Dalam Perspektif Hukum Islam. Yang mana
penelitian ini menggunakan data atau informasi dari pihak-pihak yang
bersangkutan.
Menurut Bogdan dan Tailer penelitian kualitatif adalah prosedur
penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan
dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Maka menurut mereka
pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu secara holistic (utuh).48
Penelitian ini merupakan penelitian kacah atau lapangan (grounded
research),49 karena penelitian inidilakukan secara langsungdilapangan yaitu di
Desa Gumelar Keccamatan Balung Kabupaten Jember.
Landasan teori yang ditulis dalam penelitian ini lebih berfungsi
untuk menunjukkan seberapa jauh peneliti memiliki teori dan memahai
permasalahan yang akan diteliti. Meski permasalahan tersebut masih bersifat
sementara. Sehingga dalam hal ini peneliti dituntut untuk melakukan
48Lexy Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), 4.
49 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: Rieneka Cipta,
2010), 1.
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grounded research, yaitu menemukan teori berdasarkan data yang diperoleh
dari lapangan atau situasi sosial.50
Dalam bahasan ini penulis ingin  mengetahui argumentasi atau
pendapat para tokoh masyarakat Desa Gumelar Kecamatan Balung
Kabupaten Jember mengenai wali nikah anak temuan. Sehingga pendekatan
yang digunakan adalah pendekatan deskriptif historis.51
B. LOKASI PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan di Desa Gumelar Kecamatan Balung
Kabupaten Jember. Lokasi penelitian ini dipilih dengan pertimbangan:
1. Desa Gumelar merupakan daerah yang terbilang bagi peneliti untuk
dijangkau terkait dengan judul penelitian.
2. Di Desa Gumelar juga merupakan daerah tempat terjadinya perwalian
nikah anak temuan.
C. SUBJEK PENELITIAN
Dalam peneitian kualitatif, ada beberapa istilah yang digunakan
untuk menunjuk subjek penelitian. Ada yang mengistilahkan informan karena
informan yan g member informasi suatu kelompok atau entitas tertentu dan
istilah lain yang digunakan adalah partisipan. Partisipan digunakan
digunakan terutama apabila subjek penelitian dianggap bermakna bagi subjek.
Kedua istilah diatas sangat substansial dipandang sebagai instrument utama
dalam penelitian kualitatif.
50 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D (Bandung: Alfabeta, 2009), 214.
51 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: Rieneka Cipta,
2010), 2
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Dalam penelitian kualitatif, lebih-lebih studi kasus tidak ada aturan
yang buku tentang jumlah nominal dari partisipan. Hanya saja pengumpulan
data diakhiri apabila peneliti tidak lagi menemukan informan baru.52 Pada
orang yang diwawancarai secara purposive, yaitu dipilih dengan
pertimbangan dan tujuan tertentu.53 Adapun informan dalam penelitian ini
meliputi:
1. Kepala Desa
Kepala desa dipilih sebagai informan karena peneliti ingin
mengetahui segala sesuatu tentang Desa Gumelar.
2. Tokoh Agama
Tokoh agama dipilih karena peneliti ingin mengetahui bagaimana





Masyarakat masuk dalam daftar pilihan peneliti karena sedikit atau
banyak mereka tahu tentang apa-apa kejadian yang terjadi didesa mereka,
berupa adat istiadat dan lain sebagainya.
Hasil penelitian ini tidak akan digeraliasikan ke populasi karena
pengambilan sampel tidak diambil secara random. Hasil penelitian ini
menggunakan penelitian kuantitatif hanya berlaku pada situasi social
52 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: Rieneka Cipta,
2010), 88-89
53 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D (Bandung: Alfabeta, 2009), 216
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tersebut. Hasil penelitian dapat diterapkan pada situasi social lain apabila
situasi social tersebut memiliki kemiripan atau kesamaan dengan situasi
social yang diteliti.54
D. TEKNIK PENGUMPULAN DATA
Pada penelitian ini peneliti ingin mencari jenis dan subjek penelitian
sebagaimana diatas pada bagian sumber dan subjek penelitian, yang dalam
hal ini penelitian kualitatif lebih banyak menggunakan teknik wawancara,
observasi dan dokumentasi.
1. Wawancara
Wawancara adalah metode pengambilan data dengan cara
menanyakan sesuatu kepada seeorang yang menjadi informan atau
responden. Dengan cara tatap muka dan bercakap-cakap.
Wawancara dapat dilakukan dengan menggunakan pedoman
wawancara atau Tanya jawab secara langsung. Pedoman wawancara
digunakan untuk mengingatkan peneliti (pewawancara) mengenai aspek-
aspek yang harus dibahas, juga menjadi daftar pengecek (check list)
apakah aspek-aspek relevan tersebut telah dibahas atau ditanyakan.
Dengan pedoman demikian, peneliti harus memikirkan bagaimana
pertanyaan tersebut akan dijabarkan secara konkret dalam kalimat Tanya,
sekaligus menyesuaikan pertanyaan aktual saat wawancara berlangsung.
Kerlinger menyebutkan tiga hal yang menjadi kekuatan metode
wawancara:
54 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D (Bandung: Alfabeta, 2009), 216
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a. Mampu mendeteksi kadar pengertian subyek terhadap pertanyaan
yang diajukan. Jika responden tidak mengerti maka peneliti dapat
melakukan antisipasi dengan memberikan penjelasan.
b. Fleksibel, pelaksanaannya disesuaikan dengan tiap-tiap individu.
c. Menjadi satu-satunya halyang dapat dilakukan ketika teknik lain tidak
dapat dilakukan.
Jenis-jenis pertanyaan yang bisa digunakan dalam wawancara
adalah:
a. Pertanyaan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, dalam
penelitian ini adalah bagaiamana pandangan tokoh masyarakat
terhadap wali nikah anak temuan.
b. Pertanyaan yang berkaitan dengan tanggapan atas suatu masalah yang
diteliti.55
Data yang ingin diraih dari metode wawancara atau interview ini
adalah sebagai berikut:
a. Sejarah desa atau lokasi penelitian.
b. Keadaan geografis okasi penelitian.
c. Upaya yang dilakukan tokoh agama dalam memberikan solusi
alternatifmengenai wali nikah anak temuan .
d. Untuk mengetahui bagaimana tanggapan para informan mengenai wali
nikah anak temuan.




Selain dengan observasi dan wawancara, teknik pengumpulan data
dalam penelitian dilakukan dengan metode dokumentasi. Metode
dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dan informasi melalui
pencarian dan penemuan bukti-bukti.56
Metode dokumentasi tidak kalah pentingnya dengan metode-
metode lain, metode ini mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang
berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah dan lain-lain.
Dibandingkan dengan metode lain metode ini tidak begitu sulit,
dalam arti apabila ada kekeliruan sumber datanya masih tetap belum
berubah. Dengan metode dokmentasi yang diamati bukan benda hidup
melaikan benda mati.57
Adapun hal yang ingin diperoleh dari metode dokumentasi sebagai
berikut:
a. Denah lokasi penelitian,
b. Profil lokasi penelitian.
c. Foto-foto dan dokumen lain yang terkait dengan penelitian.
E. ANALISIS DATA
Analisis data menurut Patton adalah proses mengatur, urutan data,
mengorganisasikannya dalam suatu pola, katagori, dan satuan uraian dasar.
56 Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, ‘’Metode Penelitian Kualitatif ‘’ (Bandung: Pustaka Setia,
2009), 140-141.
57 Arikunto, ‘’Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek’’ (Jakarta: Rieneka Cipta 2010 ),
274.
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Sedangkan menurut Bogdan dan Taylor analisis data adalah sebagai
proses yang merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan
merumuskan hipotesis (ide) seperti yang disarankan oleh data sebagai usaha
untuk memberikan bantuan pada tema dan hipotesis itu. Dengan demikian
definisi dari analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan
data kedalam suatu pola, katagori, dan satuan uraian dasar sehingga
dapatbditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang
disarankan oleh data.
Dari rumusan di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa analisis
data bermaksud pertama-tama mengorganisasikan data. Data yang terkumpul
banyak sekali dan terdiri dari catatan lapangan dan komentar peneliti,
gambar, foto, dokumen berupa laporan, biografi, artikel, dan sebagainya.
Pekerjaan analisis data dalam hal ini adalah mengatur, mengurut,
mengelompokkan, memberi kode dan mengkatagorikannya.58
Aktifitas dalam analisis data yaitu data reduction, display dan
conclusion. Hal ini digunakan karena proses menganalisa data dilakukan pada
saat pengumpulan data sedang berlangsung dan setelas selesai pengumpulan
data.
Data reduction (reduksi data), mereduksi data berarti merangkum,
memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang pentingm dicari pola
dan temanya. Dengan demikian data yang direduksi akan memberikan
58 Lexy Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), 103.
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gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan
pengumpulan data selanjutnya.
Display data (penyajian data). Setelah data direduksi maka
selanjutnya mendisplaykan data. Dalam penyajian data bisa dilakukan dalam
bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar katagori, flow chart dan
sejenisnya. Dalam hal ini Miles dan Huberman menyatakan bahwa yang
paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif
adalah dengan teks yang bersifat naratif.
Conclusion / virication (kesimpulan). Langkah ketiga dalam analisis
data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan
dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian merupakan penelitian penemuan
baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa dekripsi atau
gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih gelap. Sehingga setelah
dilakukan penelitian masih jelas dapat berupa hubungan kasual atau intraktif,
hipotesis atau teori.59
Setelah data terkumpul dari hasil pengumpulan data selanjutnya
adalah mengolah data, sering disebut pengolahan data. Ada yang menyebut
data preparation, ada pula data analisis.
Secara garis besar analis data meliputi:
1. Pesiapan, langkah persiapan ini antara lain seperti mengecek
kelengkapan data, mengecek macam isian tetap.
59 Sugiono. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif. (Bandung: Alfabeta, 2008), 246.
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2. Tabulasi (penyajian data dalam bentuk table atau daftar untuk
memudahkan pengamatan)
3. Penerapan data sesuai pendekatan penelitan.60
F. KEABSAHAN DATA
Suatu hal pengukur dikatakan valid jika alat itu mengukur apa yang
harus di ukur oleh alat itu. Lebih jauh lagi kemampuan menggambarkan
temuan kebenaran bisa tidak tepat jika peneliti menerima pentingnya keadaan
dan kebenaran. Agaknya validitas akan dinilai dengan keadaan yang terlihat
secara baik dan pengambaran secara tepat data yang dikumpulkan.
Sebagai alat pengukur untuk memeriksa keabsahan data ini maka
dipakai validitas data triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan
keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk
keperluan pengajakan atau sebagai pembanding terhadap data itu.
Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan adalah pemeriksaan
melalui sumber lainnya. Ada empat macam triangulasi sebagai teknik
pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan
teori.
Langkah awal yang diamil dalam penelitian ini pemeriksaan datanya
menggunakan triangulasi sumber, yang berarti membandingkan dan
mengecek balik derajat keprcayaan suatu informasi yang diperoleh melalui
waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif.
60 Arikunto, ‘’Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek’’ (Jakarta: Rieneka Cipta 2010 ),
278.
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Adapun langkah-langkahnya ada lima. Pertama membandingkan data
hasil pengamatan dengan hasil wawancara. Kedua membandingkan apa yang
dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatannya secara pribadi.
Ketiga membandingkan apa yang dikatakan orang tentang situasi penelitian
dengan apa yang dikatannya sepanjang waktu. Keempat membandingkan
keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat pandangan orang
seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang
yang berada, dan orang pemerintahan. Kelima membandingkan hasil
wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.61
G. TAHAP-TAHAP KEABSAHAN DATA
Untuk mengetahui proses penelitian yang dilakukan oleh peneliti
mulain dari awal hingga akhir . maka perlu untuk di uraikan tahap-tahap
penelitian . adapun tahapanya sebagai berikut:
61 Lexy Moleng. Metode Penelitian Kualitatif. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), 178.
53
1. Tahap Pra Lapangan
Dalam tahap pra lapangan terdapat enam tahapan. Tahapan
tersebut juga di lalui oleh peneliti sendiri, adapun tahapannya sebagai
berikut:
a. Menyusun rancangan penelitian
Pada tahap ini peneliti membuat rancangan penelitian terlebih
dahulu, dimulai dari pengauan judul, penyusunan matrik penelitian
dan selanjutnya dikonsultasikan kepada dosen pembimbing
b. Memilih lapangan penelitian
Sebelum melakukan penelitian seorang peneliti harus terlebih
dahulu memilih lapangan penelitian. Yang dipilih oleh peneliti ialah
Desa Gumelar Kecamatan Balung Kabupaten Jember.
c. Mengurus perizinan
Sebelum melakukan penelitian peneliti mengurus perizinan
terlebih dahulu  yaknimeminta surat permohonan penelitian
kepadapihak kampus dan kemudian diserahkan kepada tokoh
masyarakat, kepala desa Gumelar.
2. Memilih dan memanfaatkan informan
Pada tahap ini peneliti mulai memilih informan yaitu kepala desa,
tokoh masyarakat.
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3. Menyiapkan perlengkapan penelitian
Setelah semua selesai mulai dari rancangan penelitian hingga
memilih informan dan kemudian dilanjutkan menyiapkan perlengkapan
penelitian sebelum terun kelapangan
4. Tahap pekerjaan lapangan
Pada tahap ini peneliti memulai mengadan penelitin dilokasi yang
telah ditujuh, namun disamping itu peneliti sudah mempersiapkan diri
5. Tahap analisis data
Tahap ini merupakan tahap akhir dari proses penelitian. Pada
tahap ini peneliti menyusun laporan temuan dilapangan dan
mempertahankan hasil dari penelitian
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BAB IV
PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS
A. GAMBARAN OBJEK PENELITIAN
1. Profil Singkat Desa Gumelar
Desa Gumelar merupakan salah satu desa yang berada di
Kecamatan Balung, Kabupaten Jember dengan curah hujan 1257 Mm.
luas wilayah desa Gumelar keseluruhan 4018096 ha/ m². luas wilayah
ini merupakan jumlah keseluruhan dari luas pemukiman, persawahan,
perkebunan, perkantoran, kuburan, pekarangan serta sarana prasarana
umum lainnya.
Letak desa gumelar ini disebelah utara berbatasan dengan desa
Curah Malang yang ber Kecamatan Rambi Puji, sebelah selatan
berbatasan dengan Balung Lor yang juga sama-sama ber Kecamatan
Balung, sebelah timur berbatasan dengan desa Nogosari kecamatan
Rambi Puji, dan untuk sebelah barat berbatasan dengan desa Curah Lele
kecamatan Balung.
Adapun jumlah penduduk tahun 2014 berjumlah 9294 orang
yang terdiri dari 4716 laki-laki dan 4578 kaum perempuan. Jumlah
penduduk dalam setiap tahunnya selalu mengalaami penambahan.
Untuk kepala keluarga didesa Gumelar berjumlah 2892 per k m².
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Table dari data keseluruhan data di atas sebagai berikut:
Batas Wilayah
No Batas Desa Kecamatan
1 Sebelah Utara Curah Malang Rambi Puji
2 Sebelah Selatan Balung Lor Balung
3 Sebelah Timur Nogo Sari Rambi Puji
4 Sebelah Barat Curah Lele Balung
Sumber: Buku Profil Desa Gumelar Kecamatan Balung Tahun 2014
2. Kondisi Sosial dan Ekonomi Penduduk Desa Gumelar
Kondisi sosial penduduk Desa Gumelar ini masih sama dengan
kondisi desa-desa sekitar, karena faktor interaksi dan pemikiran dari
para penduduk antar desa sangat mempengaruhi keadaan social juga
berpengaruh pada ekonomi penduduk.64
Penduduk desa gumelar mata pencahariannya banyak dibidang
pertanian, sebagai petani dan buruh tani, namun ada juga yang
berprofesi sebagai wiraswasta dan lain-lain.
Jumlah penduduk yang tidak sampai tamat sekolah dasar (SD)
dari usia 18-56 tahun mencapai 750 orang sedangkan yang sampai
tamat SD berjumlah 1787 orang, dan untu lulusan SLTA ataupun
sederajat berjumlah 138 orang.
64Wawancara dengan kepala Desa Gumelar Bpk. Heriyono 15 juli 2014, pukul 09.00
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Tabel Kualitas Angkatan Kerja
No Uraian Keterangan
1 Jumlah tamat SD penduduk usia mulai
18-56 tahun
750 Orang
2 Jumlah penduduk yang berusia 18-56
tahun tamat SD
1787 Orang
3 Jumlah lulusan SLTA / sederajat usia 18-
56 tahun
138 Orang
Sumber: Buku Profil Desa Gumelar Kecamatan Balung Tahun 2014
3. Kondisi Pendidikan Penduduk Desa Gumelar
Menurut perkembangannya tingkat pendidikan sangatlah
berpengaruh terhadap tingkat pengetahuan yang dimiliki oleh
masyarakat dalam mengetahui sesuatu. Kebanyakan penduduk desa
Gumelar adalah tamatan SD (sekolah dasar) sederajat. Penduduk yang
buta aksara dan huruf latin pun masih ada yaitu dari golongan lansia




1 Jumlah penduduk buta aksara dan huruf
latin
80 Orang
2 Jumlah penduduk buta aksara dan huruf
latin usia 10-45 tahun
32 Orang
65 Wawancara dengan kepala Desa Gumelar Bpk. Heriyono 15 juli 2014, pukul 09.00
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1 2 3
3 Jumlah penduduk usia 3-6 tahun yang
masuk TK dan kelompok bermain anak
70 Orang
4 Jumlah anak dan penduduk cacat fisik dan
mental
21 Orang
5 Jumlah penduduk sedang  SD/sederajat 84 Orang
6 Jumlah penduduk tamat SD/sederajat 750 Orang
7 Jumlah penduduk yang tidak tamat
SD/sederajat
26 Orang
8 Jumlah penduduk sedang SLTP/sederajat 213 Orang
9 Jumlah penduduk yang tamat
SLTP/sederajat
754 Orang
10 Jumlah penduduk tidak tamat
SLTP/sederajat
38 Orang
11 Jumlah penduduk sedang SLTA/sederajat 78 Orang
12 Jumlah penduduk tamat SLTA/sederajat 639 Orang
13 Jumlah penduduk sedang D-1 - Orang
14 Jumlah penduduk tamat D-1 - Orang
15 Jumlah penduduk sedang D-2 - Orang
16 Jumlah penduduk tamat D-2 - Orang
17 Jumlah penduduk sedang D-3 - Orang
18 Jumlah penduduk tamat D-3 47 Orang
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1 2 3
19 Jumlah penduduk sedang S-1 21 Orang
20 Jumlah penduduk tamat S-1 91 Orang
21 Jumlah penduduk sedang S-2 - Orang
22 Jumlah penduduk tamat S-2 5 Orang
23 Jumlah penduduk tamat S-3 - Orang
24 Jumlah penduduk cacat fisik dan mental 41 Orang
Sumber: buku profil Desa Gumelar Kecamatan Balung 2014
4. Kondisi Keagamaan Penduduk Desa Gumelar
Masyarakat desa gumelar mayoritas beragama Islam, sedang
untuk penganut agama lainnya lebih sedikit. Untuk yang memeluk
agama Kristen ada 15 orang dan sisanya semua beragama Islam.
B. PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS
Penyajian data merupakan deskripsi dari hasil penelitian dengan
mengacu pada rumusan masalah dan kerangka teori serta data-data yang
terdapat dalam objek penelitian. Berdasarkan hasil observasi dan interview
di daerah yang diteliti, maka dapat didekrepsikan secara komprehesif setelah
dikaji sesuai dengan hasil analisa data yaitu dengan metode kualitatif
deskriptif. Oleh karena itu, agar penyajian data terarah dan sistematis maka
disesuaikan dengan penyajian data dengan berbagai varian, sebagaimana
dideskripsikan sebagai berikut:
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1. Pandangan Tokoh Masyarakat Desa Gumelar Kec. Balung Kab.
Jember Tentang Wali Nikah Anak Temuan.
Dari beberapa tokoh Masyarakat Desa Gumelar Kecamatan
Balung Kabupaten Jember peneliti berhasil meminta kerjasama dua
tokoh agama yang siap dan bersedia menjadi objek penelitian.
Dengan kesediaan informan maka awal penelitian ini adalah
melakukan kunjungan dan interview dua tokoh agama tersebut, dengan
hasil data-data sebagai berikut:
a. Keluarga tersebut semua beragama Islam
b. Tingkat pendidikan keluarga tersebut terendah Sekolah Dasar (SD),
dan pendidikan tertnggi Sarjana (S1)
c. Ekonomi kedua keluarga tersebut adalah golongan menengah
kebawah
d. Kedua narasumber sama-sama pernah mengenyam pendidikan
(mondok)
Yang pertama adalah bapak Ghozali, beliau yang kesehariannya
mengajar di Madrasah Tsanawiyah pondok al- Misri terlahir pada
tanggal 17-03-1962. Beristri dengan seorang perempuaqn yang bernama
Siti Aminah dan dikaruniai dua orang anak yaitu Homaini kelas 3 SMA
dan Hotimah kelas 1 SMA. Pendidikan terakhir beliau adalah tamatan
SMA Ringin Agung-Kediri dan menimba ilmu agama selama  tahun di
pondok dari tahun 1982 sampai dengan 1986.66
66Wawancara dengan Bapak Ghozali, 15 juli 2014, pukul 15.00 .
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Informan yang kedua adalah bapak Samsul Arifin dengan
pendidikan umum terakhirnya adalah sekolah menengah atas di Kediri
dari tahun 1985 sampai tahun 1988. Pekerjaan beliau sehari-hari adalah
sebagi penghulu (Mudin) serta mengajar di SMP al-Baitul Ar-Qom dan
di SMA Wahid Hasim kecamatan Balung. Beliau menikah dengan
perempuan bernama Musfufah dan mempunyai 1 (satu) orang puteri
bernama Retno yang masih duduk di bangku kuliyah di STAIQOD.
Beliau menimba ilmu Agama di Nurul Jadid-Paiton Pasuruan
1978 sampai dengan tahun 1984 – Tebu Ireng.67
Wali nikah adalah orang yang mewakili perempuan dalam hal
melakukan akad pernikahan, karena ada anggapan bahwa perempuan
tersebut tidak mampu melaksanakan akadnya sendiri karena dipandang
kurang cakap dalam mengungkapkan keinginannya sehingga dibutuhkan
seorang wali untuk melakukan akad nikah dalam pernikahan.
Dimana sebelumnya di jelaskan bahwa susunan urutan wali
sebagai berikut:
a. Bapaknya.
b. Kakeknya (Bapak dari bapak mempelai perempuan).
c. Saudara laki-laki yang seibu sebapak dengannya.
d. Saudara laki-laki yang sebapak saja dengannya.
e. Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seibu sebapak dengannya.
f. Saudara bapak yang laki-laki (paman dari pihak bapak).
67Wawancara dengan Bapak Samsul Arifin 09 juli 2014, pukul 19.30.
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g. Anak laki-laki pamannya dari pihak bapaknya.
h. Hakim.
Sekiranya wali pertama tidak ada hendaknya diambil wali yang
kedua, dan jika wali kedua tidak ada hendaklah diambil wali ketiga dan
begitulah seterusnya. Mengikut tertib wali, bapak hendaklah menjadi
wali bagi semua pekawinan anaknya. Dan jika bapak tidak ada karena
meninggal dunia maka hak wali berpindah kepada kakek pengantin
perempuan itu; dan jika kakek juga meninggal dunia maka hak wali itu
berpindah kepada saudara lelaki seibu sebapak kepada pengantin
perempuan dan begitulah bidang kuasa wali mengikuti tertib
susunannya, tapi bagaimana apabila si calon mempelai merupakan hasil
anak temuan?, para tokoh masyarakat mempunyai perbedaan pandangan
dalam menghukuminya:
Disini peneliti mewawancarai tokoh masyarakat desa
gumelar yang pertama yaitu bapak Ghozali:
Menurut jenengan pengertian anak temuan niku nopo pak?
(menurut bapak anak temuan itu apa?)
“Gini mas, yang dimaksud anak temuan didalam kitab I’annatud
thalibin yoiku uwong utowo arek cilik yang masih belum cukup
pemikirane atau gurung baligh ditelantarkan utowo memang
sengaja ditaruh disuatu panggonan le, terus gak diketahui siapa
pemilik utowo wong tuane teko arek seng ditinggal iku mau.
(sambil bergegas berdiri) bentar le, tak ambilkan kitabe le,iso moco
gundulan to le?”68
(yang dimaksud anak temuan di dalam kitab I’annatud Thalibin
yaitu orang atau anak kecil yang masih belum baligh ditelantarkan
atau sengaja ditinggal disuatu tempat)
68 Wawancara dengan bapak Ghozali, hari sabtu juli 2014, pukul 12.30.
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Waline sinten ketika wes kawin geh pak?
(Siapa walinya ketika sudah nikah?)
“Yoiku wali hakim atau orang yang sudah diberi wewenang utowo
mandat teko pengadilan agama le, karena anak temuan iku waline
wali mafqud, wali mafqud iku wali seng tidak diketahui tempatnya
dan belum didengar kabarya masih hidup atau sudah mati.
(yaitu wali hakim atau orang yang diberi wewenang atau mandat
dari pengadilan agama, karena anak temuan itu walinya wali
mafqud, wali mafqud itu wali yang tidak di ketahuin tempatnya
apakah masih hidup apa sudah mati.)
Hadise niku wonten teng juz pinten geh?
(Hadisnya itu ada di juz berapa ya?)
“iku ene teng juz III halaman 314, munine hadise
 ﻪﻟ ﻦﻣ داﺮﳌاو ﻪﻟ ﱄوﻻ ﻦﻣ ﱃو نﺎﻄﻠﺴﻟا ةﺎﻀﻘﻟاو مﺎﻣ ﻻا ﻦﻣ ﻪﻳ ﻻو
 ﻢ اﻮﻧو
Sulthon adalah walinya perempuan yang tidak punya wali. Yang
dimaksud sulthon itu adalah orang yang punya kekuasaan pada
perempuan secara umum atau khusus (orang yang punya
wewenang untuk menikahkan.
Beliau menambahkan :
Bapak iki berpaham madzab Syafi’i le, mayoritas orang Indonesia
yo melok imam Syafi’i, termasuk de’ deso kene iki. Dadi jomok
hukum teko imam Safi’i.
(Bapak ini berpaham madzhab Syafi’I nak, mayoritas orag
Indonesia ikut imam Syafi’I termasuk di desa sini.)
Selanjutnya peneliti mewawancarai bapak Samsul Arifin.
Menurut bapak yang dimaksud anak temuan itu yang
bagaimana, pak?
”Anak temuan yoiku anak seng ditemokno seng rah di ngerteni
sopo-sopo uwong tuwone, seng ora ono keluargane lan orah onok
kabar bahwa iku keluarga teko uwong si A misale”69
(Anak temuan yaitu anak yang ditemukan dan tidak diketahui
siapa orang tuanya dan keluarganya, dan tidak ada kabar bahwa
anak itu dari keluarga dari si A misalnya).
69 Wawancara dengan Bapak Samsul Arifin, hari sabtu juli 2014, pukul 20.10.
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Terus sinten geh pak, seng dados wali nikah dugi anak
temuan niku wau?
(terus siapa yang menjadi wali nikah dari anak temuan itu
tadi?)
“lek neng Indonesia le kan enek papat mhadzab seng dianut, enek
madzab Syafi’I, Malik, Hambali terus sijine Hanafi le, Cuma lek
bapak dewe lebih cendrung ketika enek masalah  koyo ngene
cenderung nganggo pendapate imam Maliki”
(kalau di Indonesia ada empat madzhab yang dianut, ada
madzab Syafi’I, Maliki, dan satunya lagi adalah Mahdzab Hanafi ,
kalau bapak sendiri jika ada permasalahan seperti itu lebih condong
memakai pendapatnya Imam Maliki).
“iku ene teng juz IV halaman 26, munine hadise
’’ Menurut pendapat malikiyah yang berhak iku wali wilayah bil
kafalah, dadi barang siapa yang menanggung seorang perempuan
yang mana orang tersebut tidak diketahui asal usulnya maka
berhak menjadi wali nikahe arek iku mau tapi dengan syarat. Wali
wilayah kafil itu ada dua macam:
(Menurut pendapat Malikiyah yang berhak yaitu wali wilayah bil
kafalah,jadi barang siapa yang menanggung seseorang perempuan
yang mana orang tersebut tidak diketahui asal usulnya maka berhak
menjadi wali nikahnya anak itu mau tapi dengan syarat. Wali
wilayah kafil itu ada dua macam):
1) Apabila si perempuan netep utowo manggon neng wong seng
ngasuhnya beberapa waktu dan terjalin kasuh saying karo arek
wedok iku maul an oleh kasih sayang teko uwong seng ngerawat
iku, podo hale ngerawat anak kandunge dewe tanpa membeda-
bedakan.
2) Hakim wilayah khafil iso dilaksanakan kalo memang anak seng
dirawat iku luweh rendah drajate teko uwong seng ngerawat
(cantik dan punya harta seng luweh akeh teko seng ngerawat).
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Beliau juga menuturkan jika pernah menikahkan seorang
anak yang tidak diketahui siapa orang tua aslinya (anak temuan).
“Kasus koyok ngene biyen mari enek le, terus bapak seng
dadi mudine, berubung uwong tuwone seng ngerawat iku mau
ngomong lek iku lek anak iku orah diweruhi sopo uwong tuwone
(oleh nemu) yo aku seng ngawinno arek wedok seng iku mau. (Wike
dan Faisol), wike iku seng rah dingerteni sopo wong tuone lan
keluargan asline le.”
(“Kasus seperti ini dulu pernah ada, terus saya yang
menjadi wali nikahnya, karena orang tuanya yang merawat anak itu
bilang ke saya kalau anak itu tidak diketahui orang tua aslinya
(dapat memungut/menemukan) jadi saya yang menikahkan anak si
perempuan itu tadi. (Wike dan Faisol), Wike itu yang tidak
diketahui siapa orang tua dan keluarga aslinya.”)
Terus yok nopo tanggepane tiyang sepone Wike niku pak?
(Terus bagaimana tanggapan orang tua angkat Wike itu pak ?)
“yo tak tekoni dikek le, mari digolei opo gurong sopo ibu
kandunge lan dulure le, pak Puji (wong tuo angkate) ngomong lek
uwes mari tapi orah ketemu”.
(“Iya saya tanyakan dulu, sudah dicari apa belum siapa
ibunya dan keluarganya, pak Puji (orang tua angkatnya) bilang
kalau sudah tapi tidak ketemu”).
Dasare kan wes jelas disinggung neng jero kitab madza
ibul arba’ seng nerangno bahwa wong seng nemokno anak
terlantar iku iso dadi wali nikahe, terus maneh le, nikah iku kan
sunnah rosul dadi laopo kate dipersulit maneh, lawong wes enek
dasare teko imam maliki, seng terpenting iku ojo sampek metu teko
hukum dan rukun Islam to le.
(Dasarnya kan sudah jelas sudah dibahas di dalam kitab
Madza Ibul Arba’ yang menerangkan bahwa orang yang
menemukan anak terlantar itu bisa menjadi wali nikahnya, terus
menikah itu kan sunnah Rosul jadi kenapa kok masih mau
dipersulit lagi, kan sudah ada dasarnya dari Imam Maliki, yang
terpenting jangan sampai keluar dari hukum dan rukun Islam nak.)
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2. Pandangan Tokoh Masyarakat Desa Gumelar Kec. Balung Kab.
Jember Tentang Wali Nikah Anak Temuan Menurut Perspektif
Hukum Islam
Dilihat dari hasil wawancara tersebut setiap informan
mempunyai beberapa faktor pandangan mereka terhadap wali nikah
anak temuan, salah satunya yang diungkapkan oleh informan yang
pertama bapak Ghozali yang menyatakan wali nikah anak temuan adalah
wali hakim. Hal itu didasari oleh hadis Nabi dalam kitab I’annatud
Thalibin “,,,,,, “Shulton adalah walinya perempuan yang tidak punya
wali (anak temuan),”
Selanjutnya dalam kitab tersebut dijelaskan definisi Shulton
adalah orang yang mempunyai kekuasaan pada perempuan, baik secara
umum atau kusus. Dalam artian penguasa setempat.
Berangkat dari hadis diatas  bapak Ghozali berpendapat bahwa
orang yang paling berhak menjadi wali nikah anak temuan (al-Laqith)
adalah wali hakim, yang mana telah kita ketahui bahwa wali hakin
adalah yang terakhir dari susunan urutan wali. Dan pendapat beliau
lebih condong kepada Mahdzab Safi’i.
Sedangkan tanggapan informan selanjutnya yaitu Samsul Arifin
yang menyatakan bahwa orang yang berhak menjadi wali nikah Al-
laqith (anak temuan) adalah orang yang menemukan. Yang mana
pendapat ini lebih condong kepada mahdzab Maliki. Sesuai dengan kitab
Madza Ibul Arba’ BAB IV Halaman 26 Bab Wali
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C. Pembahasan Temuan
Dari beberapa data yang telah disajikan dan dilakukan analisis, maka
hasil temuan tersebut perlu kiranya untuk diadakan pembahasan terhadap
hasil temuan dalam bentuk interpretasi dan diskusi dengan teori-teori yang
ada relefan dengan topik penelitian ini, untuk itu pembahasan ini akan
disesuaikan dengan sub yang menjadi pokok pembahasan, guna
mempermudah dalam menjawab pertanyaan yang menjadi landasan dalam
melakukan penelitian. Adapun perincian pembahasan ini adalah sebagai
berikut:
Berdasarkan hasil wawancara dan penelitian yang telah dilakukan
oleh peneliti bahwa wali nikah anak temuan menurut tokoh masyarakat desa
Gumelar yang berhak menjadi wali nikah al-Laqith (anak temuan) adalah
orang yang menemukan anak tersebut, dan pendapat ini bertolak belakang
dengan pendapat informan yang kedua, yang mana beliau berpendapat bahwa
yang berhak menjadi wali nikah adalah penguasa (Sulthon).
Pendapat yang kedua ini dengan dasar yang mengambil dari kitab
Iannatud Thalibin juz III, halaman 314, yang berbunyi:
 ةﺎﻀﻘﻟاو مﺎﻣ ﻻا ﻦﻣ ﻪﻳ ﻻو ﻪﻟ ﻦﻣ داﺮﳌاو ﻪﻟ ﱄوﻻ ﻦﻣ ﱃو نﺎﻄﻠﺴﻟا
 ﻢ اﻮﻧو
Sulthon adalah walinya perempuan yang tidak punya wali. Yang
dimaksud sulthon itu adalah orang yang punya kekuasaan pada
perempuan secara umum atau khusus (orang yang punya
wewenang untuk menikahkan.
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Yang mana pendapat yang kedua ini sesuai dengan pendapat Jumhur
Ulama (selain Hanafiyah) berpendapat bahwa suatu perkawinan tidak sah
tanpa wali. Karena wali termasuk rukun, maka nikah tidak sah tanpa adanya
wali. Demikian pendapat jumhur ulama. Hal ini berarti, ada juga pendapat
yang memandang sah suatu perkawinan tanpa ada wali. Berdasarkan hadits
Nabi Saw yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas:
 َﻻ ِﻧ َﺎﻜ َح ِا ﱠﻻ ِﺑ َﻮﻟا ِّﲕ َو ﱡﺴﻟا ْﻠ َﻄ َو نﺎ ِﻟ ِّﲕ َﻣ ْﻦ َﻻ َوﻟ َ ِّﲕ َﻟ ُﻪ
Artinya: “Tidak dipandang sah nikah tanpa wali, dan penguasa adalah wali
bagi orang yang tidak memiliki wali.
Hadits di atas menunjukan pengertian bahwa tidak dipandang sah
pernikahan tanpa adanya wali dan penguasa adalah wali bagi orang yang
tidak memiliki wali. Kemudian hadits tersebut dijadikan dalil oleh para ulama
atas hak wali berada dalam kekuasan sulthon (penguasa) yang memiliki
kewenangan untuk menikahkan dan menguasai atas pentasharufan harta
orang atau anak yang tidak memiliki wali. Yang kemudian hal tersebut
dinisbatkan terhadap hak merawat, mengajar, mendidik, dan menikahkan.
Penulis cenderung memilih pendapat yang pertama yaitu bapak
Samsul Arifin memperbolehkan orang yang menemukan (multaqith) sebagai
wali nikah anak temuan. Hal ini didasarkan pada alasan-alasan berikut
sebagai bentuk kelenturan agama Islam dalam mengambil sebuah keputusan
yang tepat menurut keadaan:
Allah Swt telah berfirman:
        
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Artinya: “Allah menghendaki kelonggaran bagimu dan tidak menghendaki
kesulitan bagimu.” (QS. Al Baqarah : 185)70
Bahwasanya ayat diatas cukup jelas bahwa Allah swt tidak
mempersulit umatnya dalam menjalankan suatu agama, dan Islam adalah
agama yang fleksibel dalam menghadapi perkembangan zaman yang semakin
maju. Jadi jika dirasa dengan tidak menjadikan orang yang menemukan
sebagai wali nikah menimbulkan efek yang buruk bagi keduanya, maka
barulah diperbolehkan orang yang menemukan sebagai wali nikah, karena
Allah selalu memberikan kelonggaran bagi umatnya apabila umatnya
mendapatkan kesulitan.
Dalam suatu kaidah fiqh disebutkan:
 َﺮ ْـﻴِﺴْﻴﱠـﺘﻟا ُﺐِﻠَْﲡ ُﺔﱠﻘََﺸﳌا
Artinya:” kesulitan menarik kepada kemudahan”.71
Kaidah ini menunjukkan bahwa ketika ditemukan suatu persoalan
yang sulit dipecahkan, Islam memberikan terobosan-terobosan baru agar
dapat terwujud tujuan syari’at itu sendiri. Dan selain itu Islam juga
memberikan keluasan, khususnya dalam memahami dan mengamalkan
syari’at. Dan untuk kemaslahatan bersama, demi menghindari dampak hal-hal
yang tidak diinginkan psikologis anak terganggu dan menjaga perasaan
multaqith (menghormati kasih sayang yang telah diberikan) maka lebih baik
yang menikahkan adalah multaqith. Sebagaimana kaidah fiqh:
ﱂﺎﺼﳌا ﺐﻠﺟ ﻰﻠﻋ مﺪﻘﻣ ﺪﺳﺎﻔﳌاءرد
70 Yayasan Penyelenggara Penterjemah /pentafsir Al-Qur’an , loc. Cit. 45
71 Imam Musbikin, Qawa’id al Fiqhiyah, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2001), 82
70
Artinya: “Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik
kemaslahatan”.
Yang terpenting dalam hal ini, yaitu diperbolehkannya orang yang
menemukan (multaqith) menjadi wali nikah bagi anak temuan, sepanjang
tidak ada yang dirugikan, tetapi jika ada salah satu yang merasa dirugikan,
misalnya orang yang menemukan tidak baik perangainya, tidak bisa
mendidiknya dengan baik atau tidak jujur, maka anak tersebut wajib diambil
darinya dan penguasa yang berkewajiban atas anak temuan tersebut.
Sebagaimana kaidah fiqh:
ﻻورﺮﺿ ﻻراﺮﺿ
Artinya: “Jangan melakukan mudharat kepada orang lain dan jangan
membalas kemudharatan”
Dengan melihat pendapat Bapak Samsul Arifin bahwa untuk menjadi
wali nikah bagi anak temuan tidak harus seseorang yang mempunyai jabatan
tetapi yang lebih diprioritaskan adalah sikap keadilannya, sikap keadilannya
dapat dilihat dari cara dia mau memungut dan mendidiknya, menurut
pendapat penulis apabila karena jabatan dia belum tentu mempunyai sikap
yang demikian. Multaqith adalah orang yang benar-benar mengetahui segala
apa yang dibutuhkan si laqith karena dia telah merawat laqith dari kecil
sampai dewasa lain halnya bila di bandingkan penguasa karena jabatannya,







Dari bab-bab yang telah dibahas sebelumnya, penulis dapat menarik
kesimpulan :
1. Pandangan tokoh masyarakat Desa Gumelar Kec. Balung Kab. Jember
tentang wali nikah anak temuan adalah shulton atau wali hakim.
Sedangkan tanggapan selanjutnya yaitu yang menyatakan bahwa orang
yang berhak menjadi wali nikah Al-laqith (anak temuan) adalah orang
yang menemukan.
Mengikut tertib wali, bapak hendaklah menjadi wali bagi semua
pekawinan anaknya. Dan jika bapak tidak ada karena meninggal dunia
maka hak wali berpindah kepada kakek pengantin perempuan itu; dan jika
kakek juga meninggal dunia maka hak wali itu berpindah kepada saudara
lelaki seibu sebapak kepada pengantin perempuan dan begitulah bidang
kuasa wali mengikuti tertib susunannya. Sedangkan wali nikah anak
temuan adalah orang yang menemukan anak tersebut, yang mana pendapat
ini adalah bahwa yang berhak menjadi wali nikah adalah penguasa
(Sulthon).
2. Pandangan tokoh masyarakat Desa Gumelar Kec. Balung Kab. Jember
tentang wali nikah anak temuan dalam perspektif hukum Islam adalah




ﻣ ﻪﻳ ﻻو ﻪﻟ ﻦﻣ داﺮﳌاو ﻪﻟ ﱄوﻻ ﻦﻣ ﱃو نﺎﻄﻠﺴﻟا ةﺎﻀﻘﻟاو مﺎﻣ ﻻا ﻦ
 ﻢ اﻮﻧو
Dan ada juga yang memakai kafil orang yang menemukan atau
memungutnya, wilayah kafil bisa dilaksanakan kalau memang anak yang
dirawat itu lebih rendah derajatnya dari orang yang merawatnya sesuai
dengan Hadits Nabi dalam kitab Madza Ibul Arba’ Bab iv halaman 26
B. SARAN
1. Kalangan Akademis
Hendaknya tidak langsung menerima setiap konsep yang
diungkapkan oleh pemikir Islam dimanapun berada, namun baiknya
menkaji kembali dan mencari dampak kebaikan. Itu akan ebih baik
untuk kemasahatan seksama.
2. Masyarakat umum
Bagi masyarakat hendaknya lebih teliti lagi dalam hal
Taqlid,kususnya tentang hukum siapa yang berhak menjadi wali nikah
anak temuan al- Laqith. Dengan kata lain tidak lagi menggunakan
Taqlid buta semata.
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